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Terminologi
Perusahaan
Unsur
Kegiatan/Usaha
Perdagangan barang dan jasa
penyerahan barang
perjanjian dagang
bertindak keluar
terus-menerus
Berorientasi laba
Pembukuan
Pelaku
Pengusaha
Pemilik Usaha
Pemegang Saham
Pemimpin Perusahaan Pelaksana Usaha
Pemegang Kuasa Pemilik Usaha
Chief Executive Officer
Pembantu Perusahaan
Luar Lingkungan Perusahaan
Hubungan tetap
Agen Perjanjian Keagenan
Bank Pembayaran
Hubungan tidak tetap
Notaris
Advokat
Dalam Lingkungan Perusahaan
Pemegang Prokurasi
Kepala Bagian
Chief Financial Officer
Chief Operational Officer
Chief Marketing Officer
Pelayan Toko (Bekerja di dalam Perusahaan
Customer Service
Accounting
Cashier
Warehouse Leader
Pengurus Filial Pemimpin Cabang Perusahaan
Pekerja Keliling (Bekerja di Luar Perusahaan) Sales
Hukum Bisnis
hukum
hak dan kewajiban
antar subyek hukum
lingkup bisnis
Bisnis
berorientasi laba
jangka waktu lama
Contoh
Produksi Krupuk
Jasa Catering
Pekerjaan
Kegiatan
untuk mencari penghidupan
tenaga sendiri/kualitas diri
penugasan
tidak berorientasi laba
Dagang
berorientasi laba
instan
Contoh
Jual Beli Pulsa
Jual Beli Sembako
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Peraturan
Perundang-undangan
Hubungan KUHD dengan KUH Perdata
Lex Specialis derogat legi generalis
KUH Perdata/BW Lex Generalis
KUH Dagang/WvK Lex Specialis
Undang-undang terbaru terkait bisnis
Lex Specialis
Contoh
UU No.40 Tahun 2007 ttg PT
UU No. 19 Tahun 2003 ttg BUMN
UU No. 8 Tahun 1997 ttg Dokumen Perusahaan
UU No. 11 Tahun 1995 ttg Cukai
UU No. 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta
UU No. 21 Tahun 2008 ttg Perbankan Syariah
UU No. 24 Tahun 1999 ttg Lalu Lintas
Devisa dan Sistem Nilai Tukar
UU No. 21 Tahun 2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan
UU No. 7 Tahun 1992 ttg Perbankan
Sebagaimana diubah dengan U No. 10
Tahun 1998
UU No. 3 Tahun 2011 ttg Transfer Dana
UU No. 20 Tahun 2008 ttg Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
UU No. 7 Tahun 2011 ttg Mata Uang
UU No.25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal
UU No. 30 Tahun 2000 ttg Rahasia Dagang
UU No. 15 Tahun 2001 ttg Merek
UU No. 8 Tahun 1995 ttg Pasar Modal
UU No. 8 Tahun 1997 ttg Dokumen Perusahaan
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Kontrak Bisnis
(diantaranya)
Engineering Procurement
Construction Contract
Credit Agreement
Shareholder Agreement
Hire Purchase Agreement
Supply Agreement
Purchase With Installment
Distribution Agreement
Build Operate & Own AgreementSales Representative Agreement
Build Operate & Transfer
Agreement
Technical Assistance Agreement
Collaboration Agreement
Licence Agreement
Research, Development &
Engineering Agreement
Joint Venture Agreement
Production Sharing Agreement
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Yurisprudensi
(diantaranya)
Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 21 Desember 1974 No.718
K/Sip/1974
Aset firma yang telah bubar tidak bisa
beralih menjadi harta pribadi selama
belum diadakanvereffening (pasal 32
KUHDagang)
Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 133 K/Kr/1973 tanggal
15-11-1975
Apabila B menerbitkan cek yang disadari
olehnya bahwa cek tersebut tidak akan
pernah ada dananya, padahal dia telah
menjanjikan kepada A bahwa cek
tersebut ada dananya, maka perbuatan B
dapat dikategorikan sebagai perbuatan
penipuan dengan cara tipu muslihat.
Kecuali apabila B tahu cek tersebut
memang ada dananya pada saat
diterbitkan dan namun pada saat tanggal
jatuh tempo dananya tidak ada maka
perbuatan B baru dapat dikategorikan
sebagai perbuatan wanprestasi murni.
Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991
suatu perjanjian kerja sama sesuai
dengan Pasal 1340 KUHPer, hanya
mengikat kepada mereka. Selain itu, agar
gugatan tidak mengandung cacat kurang
pihak, semua orang yang ikut menjadi
pihak dan menandatangani perjanjian
harus ikut ditarik sebagai tergugat atau
semua harus ikut bertindak sebagai
penggugat
Putusan Mahkamah Agung : tgl.
30- 12- 1957 No. 1897
K/Sip/1956.
Dalam sengekta jual beli dimana pihak
pembeli mendalihkan bahwa ia belum
menerima seluruh barang yang dibelinya
menurut kontrak, sedang pihak penjual
membantah dengan mengemukakan
bahwa ia telah menyerahkan seluruh
barang yang dijual belikan, pihak pembeli
harus dibebani pembuktian mengenai
adanya kontrak dan pembayaran yang
telah dilakukan sedang pihak penjual
mengenai barang-barang yang telah
diserahkannya
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Konvensi Perdagangan
Internasional
(diantaranya)
GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) (Member Since
1950) tahun 1995 berubah
menjadi WTO
WTO (World Trade Organization)
(Member Since 1995)
The General Agreement on Trade in
Services (1995)
The Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) (1995)
UNIDROIT (International Institute
for the Unification of Private Law)
(member since 2009)
Unidroit Convention on International
Financial Leasing (Ottawa, 1988)
Convention on Agency in the International
Sale of Goods (Geneva, 1983)
United Nation (Member Since 1966)
United Nations Convention On Contracts
For The International Sale Of Goods
(1980) (CISG)
WIPO (World Intellectual Property Organization)
WIPO Copyright Treaty (1996)
The Berne Convention for the Protection
of Literary and Artistic Works) (1979)
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Doktrin (diantaranya)
Piercing The Corporate Veil
“The judicial act of imposing personal
liability on otherwise immune corporate
officers, directors, and shareholders for
the corporation's wrongful acts.”
Fiduciary Duty
Direksi memegang kepercayaan yang
diberikan kepadanya oleh perusahaan.
direksi wajib dengan itikad baik
menjalankan tuga dan fungsinya yaitu
dalam fungsi manajemen dan fungsi
representasi.
Business Judgement Rule
suatu putusan direksi mengenai aktivitas
perseroan tidak boleh diganggu gugat
oleh siapa pun, meski nantinya keputusan
direksi tersebut ternyata salah dan/atau
merugikan perseroan. Hal tersebut
berlaku sepanjang keputusan yang
diambil sesuai dengan hukum yang
berlaku dan berdasarkan itikad baik.
Corporate opportunity
seorang direktur, komisaris atau pegawai
perseroan lainnya ataupun pemegang
saham utama, tidak diperkenankan
mengambil kesempatan untuk mencari
keuntungan pribadi manakala tindakan
yang dilakukan tersebut sebenarnya
merupakan perbuatan yang semestinya
dilakukan oleh perseroan dalam
menjalankan bisnisnya itu. pihak-pihak
dalam perseroan jangan sampai
memanfaatkan dan mengambil
keuntungan pribadi dari bisnis yang
dijalankan perseroan yang seharusnya
keuntungan tersebut menjadi hak dari
perseroan.
Derivative Action
suatu gugatan yang berdasarkan hak
utama (primary rights) dari perseroan,
tetapi dilaksanakan oleh pemegang untuk
dan atas nama perseroan, gugatan mana
dilakukan karena adanya suatu
keegagalan dalam perseroan.
Ultra Vires
tindakan perseroan yang melebihi
kekuasaannya sebagaimana diberikan
oleh anggaran dasarnya atau oleh
peraturan yang melandasi pembentukan
perseroan tersebut. Tindakan tersebut
menjadi batal demi hukum.
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